
 

 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 15  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK,  

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap 

orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 

sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; 

b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam 

menghadapi permasalahan hukum, perlu 

mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi 

oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan dan pemerintah daerah secara 

merata; 

c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin dan untuk 

mengalokasikan anggarannya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diperlukan 

pengaturan mengenai bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok 

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

  4. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5421); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 

WALI KOTA DEPOK 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM 

BAGI MASYARAKAT MISKIN. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 

  2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.  

  3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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  4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 

Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

  6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 

kepada Penerima Bantuan Hukum. 

  7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau 

kelompok orang miskin.  

  8. Pemberi Bantuan Hukum adalah  lembaga bantuan 

hukum atau  organisasi  kemasyarakatan yang 

memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu 

diselesaikan. 

  10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum 

yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk 

menyelesaikannya. 

  11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara 

hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan 

untuk menyelesaikannya. 

  12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran 

laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum. 

  13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi 

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia 

Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa 

Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk 

memberikan bantuan hukum. 
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  14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan 

oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi 

Advokat. 

  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

  16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang 

disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai 

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada 

Penerima Bantuan. 

   

  BAB II 

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 2 

  (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan 

Hukum guna membantu menyelesaikan Perkara yang 

dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 

  (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum. 

  (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada              

ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, 

pidana, dan tata usaha negara baik secara Litigasi 

maupun Nonlitigasi. 

   

   

   

   

   

   

   


